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ABSTRAK 

Perlindungan hukum terhadap whistleblower atau pelapor tindak pidana, khususnya 

tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta 

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa KPK bertanggung jawab untuk melindungi 

pelapor, dan dalam menjalankan tanggungjawabnya, KPK dapat bekerjasama dengan 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hanya saja, pengaturan mengenai 

perlindungan whistleblower atau pelapor tindak pidana dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban masih sangat minim. Rumusan Masalah yang dibahas 

dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimana perbandingan pengaturan mengenai 

perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi di Indonesia dengan 

Amerika Serikat dan Afrika Selatan? Kedua, Bagaimana upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam proses 

penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis 

yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan atas perbandingan 

pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap whistleblower tindak pidana korupsi 

di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Afrika Selatan, serta menganalisis dan 

merancang bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap whistleblower tindak pidana 

korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang, dengan menggunakan Pendekatan 

Undang-Undang (statute approach) dan Pendekatan Perbandingan Hukum. Hasil 

penelitian skripsi ini adalah Amerika Serikat dan Afrika Selatan sama-sama sudah 

memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan whistleblower atau pelapor tindak 

pidana di negaranya, perlindungan yang diberikan meliputi, pemberian legitimasi atas 

tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh warga negara, pemberian jaminan 

perlindungan atas segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan yang merugikan, 

mekanisme pelaporan, serta pengaturan mengenai mekanisme pemulihan hak yang hilang 

setelah melakukan pengungkapan/pelaporan. Selanjutnya, diperlukan beberapa upaya  

untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap whistleblower dalam proses 

penegakan hukum pidana korupsi, seperti penguatan dasar hukum, penambahan/perluasan 

bentuk perlindungan yang diberikan kepada whistleblower, serta pengaturan yang lebih 

komprehensif mengenai lembaga yang bertugas mengawasi dan memberikan 

perlindungan terhadap whistleblower tindak pidana korupsi, sehingga perlindungan yang 

diberikan dapat berjalan dengan maksimal. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil 

penelitian dalam skripsi ini adalah Pertama kepada Aparat Penegak Hukum, walaupun 

hingga saat ini pengaturan yang ada di Indonesia belum selengkap dengan yang ada di 

Amerika Serikat dan Afrika Selatan, Namun APH harus tetap memaksimalkan fungsinya 

dalam memberikan perlindungan terhadap whistleblower tindak pidana korupsi, sembari 

mendorong pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif. Kedua, Badan Legislatif 

agar dapat membentuk pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan 

whistleblower, dengan melakukan revisi atau penguatan atas Undang-Undang tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, atau membentuk suatu perundang-undangan baru, yang 

berfokus pada perlindungan whistleblower atau pelapor tindak pidana, khususnya tindak 

pidana korupsi. 
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